KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR : 53 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/2025
TENTANG

SYARAT DAN MEKANISME PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI (WBBM) PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Nomor 58 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di
bawahnya maka dipandang perlu menetapkan
Syarat dan Mekanisme Zona Integritas Wilayah
Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan
Negeri Bengkalis:
b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a
maka dipandang perlu menetapkan Syarat dan
Mekanisme Zona Integritas Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Bengkalis
dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Bengkalis.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Perubahan
Kedua atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4250);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4359);

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5077);

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5357);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016
tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada
di bawahnya;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan
Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pedoman Penanganan Pengaduan
(Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021
tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada

Instansi  Pemerintah  untuk  Penyederhanaan

Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 546);




Menetapkan
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17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor
52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);

18. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-
114/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan
Informasi Publik di Pengadilan;

19. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58
Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di

bawahnya.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
TENTANG SYARAT DAN MEKANISME PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
(WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI (WBBM) PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.

Menetapkan mencabut Surat Keputusan Ketua
Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 45
/KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/ 2024., tanggal 2 Januari
2023 tentang menetapkan Syarat dan Mekanisme Zona
Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada
Pengadilan Negeri Bengkalis.

Menetapkan syarat Zona Integritas pada Pengadilan
Negeri Bengkalis:

1. Memiliki Integritas yang Tinggi.

2. Memiliki Kopentensi.

3. Memahami tujuan dan fungsi pembangunan Zona

Integritas.
4. Berdedikasi.
5. Tidak Bermasalah.
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6. Tidak pernah melanggar kode etik dan disiplin.
KETIGA : Menetapkan mekanisme penentuan melalui rapat
pimpinan dan hakim dengan pertimbangan bahwa
anggopta Tim Pembangunan Zona Integritas yang
ditunjuk dianggap cakap dan mampu untuk
menjalankan tugas area dan mampu berkerja sama;
KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal
ditetapkan, dengan ketentuan bahwa  apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal 2 Januari 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh
- KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Balai
Sertifikasi|
Elektronik

BAYU SOHO RAHARDJO @

!d Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. P g gt Ee
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